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ABSTRAK
Perdagangan manusia (Human trafficking) merupakan salah satu bentuk kriminal yang semakin marak terjadi di negara-negara berkembang. Populasi penduduk dengan jumlah yang besar dan ketidakseimbangan jumlah antara penduduk pria dan wanita merupakan salah satu faktor pendukung maraknya perdagangan manusia khususnya Indonesia. Perdagangan manusia adalah suatu kegiatan pengangkutan, pengiriman dan pemindahan secara paksa dengan kekerasan kepada manusia melalui penculikan, penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan wewenang kepada manusia. Umumnya kegiatan perdagangan manusia dilakukan secara terorganisir, melibatkan beberapa pihak dan tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga lintas negeri. Pentingnya penegakan hukum di dalam negeri maupun adanya perjanjian internasional antar negeri menunjukkan perlawanan pemerintah terhadap kegiatan perdagangan manusia tersebut. Tujuan analisis perdagangan manusia di Indonesia pada penelitian adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Indonesia dalam melawan fenomena perdagangan manusia. Dalam karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode secara yuridis normatif untuk mendapatkan data-data yang ada. Upaya pemerintah dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah dengan membentuk beberapa aturan hukum yaitu salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa kasus perdagangan yang terjadi di Indonesia salah satunya Batam mendapat perhatian khusus dan penyelidikan lebih lanjut oleh pemerintah.
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ABSTRACT
Human trafficking is a form of crime that is increasingly prevalent in developing countries. The large population and the imbalance between the male and female population is one of the factors supporting the rampant human trafficking, especially in Indonesia. Human trafficking is an activity of transporting, sending and transferring by force to humans through kidnapping, fraud, counterfeiting, and abuse of authority against humans. Generally, human trafficking activities are carried out in an organized manner, involving several parties and not only occurring within the country but also across countries. The importance of law enforcement in the country as well as the existence of international agreements between countries shows the government's resistance to these human trafficking activities. The purpose of the analysis of human trafficking in Indonesia in this study is to determine the role and responsibility of Indonesia in fighting against the phenomenon of human trafficking. In this paper, the method used is a normative juridical method to obtain existing data. The government's effort in handling the case of the Criminal Act of Trafficking in Persons is to establish several legal regulations, one of which is the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Several trafficking cases that occurred in Indonesia, one of which was Batam, received special attention and further investigation by the government.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tidak hanya melindungi masyarakat, hukum memiliki peranan untuk menciptakan kedamaian dimana merupakan kunci yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah. Penegakan hukum yang merupakan pondasi dari lahirnya kedamaian tersebut nyatanya sering menjadi masalah pokok salah satunya adalah penegakan hukum dari HAM. Pelanggaran HAM yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan manusia. Menurut data sensus penduduk pada Tahun 2020 jumlah laki-laki terdapat sebanyak 136 juta (50,58%) lebih banyak dibanding perempuan sebanyak 133,54 juta (49,42%) di Indonesia. Hal ini mendukung teori bahwa salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) adalah lebih banyaknya populasi laki-laki dibanding perempuan.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  menyebutkan bahwa perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan suatu ancaman kekerasan, penculikan  penyekapan atau penipuan yang dilakukan didalam negara maupun dari luar negara untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi (Chandrawaty 2020).  Perdagangan orang bisa dikatakan sebagai perbudakan atau melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. 
	Berbagai upaya penegakkan hukum pidana tentang perdagangan manusia terus dikembamgkan di Indonesia akan tetapi masih dalam proses sehingga dirasa belum penegakkan hukum yang dilakukan belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi karena kasus perdagangan manusia merupakan kasus yang sudah meluas dan  dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam negara melainkan melintasi batas negara dan menggunakan teknologi canggih. Beberapa aspek hukum yang diupayakan pemerintah Indonesia meliputi aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, melalui kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/ kriminalisasi dengan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada yang bersumber pada nilai nilai hidup dalam masyarakat. 

Rumusan Masalah
1. Bagaimana peranan pemerintah dan keefektifan upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia? 
2. Apa kendala Pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia?

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (Hukum Primair) dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku (Yusitarani & Adah. 2020).
Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan metode seperti dibawah ini : 
1. Metode Pendekatan, Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum.
2. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini  adalah deskriptif analisis. Ini bertujuan untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran para ahli hukum tentang tindak pidana Trafficking. 
3. Metode Pengumpulan Data, Dalam karya ilmiah ini untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ; 
a. Bahan hukum Primer, terdiri dari : Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Trafficking.
b. Bahan hukum Sekunder,  terdiri dari : 
i. Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi. 
ii. Karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi. 
4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data, Proses yang dilakukan dalam karya ilmiah ini  adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin dan mempertanggung jawabkannya. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian uraian. 
5. Metode Analisis Data, Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka/rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasi data.

PEMBAHASAN
Peranan Pemerintah Dan Keefektifan Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia
	Pada tahun 2017-2019 silam beberapa pekerja migran asal WNI berangkat ke Suriah secara ilegal. Pekerja WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di wilayah konflik, padahal sejak 2015 Indonesia mencanangkan moratorium penempatan pekerja migran ke timur tengah sebagai asisten rumah tangga. Kemudian sebanyak 25 WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah tersebut berhasil dipulangkan oleh pemerintah. Upaya dari pemerintah dalam menekan kasus perdagangan manusia di Indonesia terdapat dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Penghentian dan pelarangan Penempatan Tenaga kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara kawasan Timur Tengah termasuk Suriah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pasal 86) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 Miliar rupiah setiap orang yang menempatkan Calon PMI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
	Selain kasus Perdagangan WNI migran dari Suriah, kasus perdagangan manusia di Batam juga menjadi sorotan. Kota Batam menduduki peringkat kedua tertinggi sebagai tempat perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. Sorotan kasus perdagangan manusia di Batam yang paling marak adalah perdagangan wanita dan anak. Menteri PPPA menyoroti maraknya lalu lintas anak dari daerah lain ke Kota Batam, yang dikhawatirkan merupakan korban penculikan untuk dijadikan pekerja. Padahal Menteri Yohana menegaskan anak berusia 0-18 tahun tidak boleh bekerja, melainkan harus bersekolah dan mendapatkan hak sebagai anak. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PT2A) Marlin Agustina Rudi mengatakan pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan orangtua terhadap anak untuk mencegah bahaya penggunaan gawai oleh anak-anak.
	Di Indonesia penanganan kasus perdagangan manusia khususnya anak sanksi pidana diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam KUHP, penerapan sanksi hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana tersebut dinyatakan sebagai berikut : Dalam sistematika KUHP, mengenai tindak pidana perdagangan anak dinyatakan dalam buku II Pasal 297 yang berisi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Dari rumusan Pasal 297 ini perdagangan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. 
	Diluar KUHP terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana perdagangan anak yaitu : 
A) Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang berbunyi “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 
B) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183 yang berbunyi: Pasal 183 yang berbunyi: (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal 74 yang berbunyi : (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (2) Pekerjaan-Pekerjaan yang terburuk pada ayat (1) meliputi : a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian c. Segala pekaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan yang adiktif lainnya dan atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.
Hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu: 
A. Bahan Hukum Primer 
1). Norma hukum internasional, antara lain : 
A. Convention on the Rights of the Child (Konvesi Hak Anak) 
B. Convention 182 International Labour Organization (Konvensi 182 ILO) 
C. Protocol Palermo, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing The United Nations Convention Againts Transnasional Organized Crime (Protokol Palermo, Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir). 
2). Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain: 
A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right on the Child). 
F. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gitta et al. 2021).
B. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, desertasi, majalah hukum, dan website.
C. Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Oxford.
Setiap kasus perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain upaya internal yang dibagi menjadi dua yaitu Upaya Lokal dan Nasional, serta upaya Eksternal. Dari upaya tersebut masih banyak yang belum merealisasikannya. Dalam kebijakan ini, pemerintah telah mengatur strategi tentang pencegahan dan penanganan korban Human Trafficking termasuk juga anggaran untuk memberikan layanan kepada para korban sudah dipenuhi, tetapi dengan belum maksimalnya upaya tersebut menyebabkan koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab dalam menangani ini tidak berjalan dengan baik dan kondusif.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah guna dapat diperbantukan dalam menangani kasus perdagangan manusia, antara lain: 
1. Workshop Pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2018. Workshop ini diikuti 80 orang yang berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas SMP, SMA/SMK, mitra Satuan Pendidikan Non Formal (Satdik PNF), dan unsur lain dari 10 provinsi dan 32 kabupaten/kota. 
2. Peningkatan kapasitas untuk 3.000 orang pemangku kepentingan unsur aparat pemerintahan tingkat desa, guru dan perwakilan siswa, organisasi pemuda, organisasi sosial/keagamaan, tokoh masyarakat dan agama, dan perwakilan orang tua siswa di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi. 
3. Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Fasilitator PTPPO dengan peserta 20 orang dari lembaga mitra di Tangerang pada April 2018.
4. Publikasi secara nasional sebanyak lima paket buku bacaan pendidikan untuk orang tua, praktik baik, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan film pendek. 
5. Orientasi teknis untuk 20 lembaga penerima bantuan Program PTPPO di Jakarta pada Maret 2018. 
6. Pembentukan model pencegahan PTPPO berupa sosialisasi lanjutan kepada pemuda, siswa sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat.
7. Publikasi secara lokal sebanyak 20 paket Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berisi film dokumenter, leaflet, poster, banner, baliho, spanduk, dan naskah talkshow radio/TV oleh lembaga mitra di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan program pencegahan TPPO, yaitu: 
1. Pelatihan kepada aparat untuk melek teknologi. 
2. Melalui Pandu Desa1 , mengawal desa untuk melek teknologi
3. Bersinergi dengan organisasi masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di 33 provinsi dan 145 kabupaten/ kota. 
4. Program untuk memblokir situs atau konten yang berisikan SARA dan pornograf atau TPPO dengan aduan masyarakat dan mengumpulkan website yang bersih, dibagikan kepada sekolah.
5. Upaya Child Online Protection antara lain memasang parental tools kepada perangkat teknologi. 
6. Pembentukan Tim Siber Kreasi sebanyak 80 lembaga dari kementerian dan lembaga swadaya masyarakat. 
Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan tindakan pencegahan TPPO, yaitu: 
1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi. 
2. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 9 kabupaten/kota pada tahun 2018 yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 30 LTSA di 30 kabupaten/kota sebagai proses penempatan yang terpadu (pelayanan satu titik).
3. Menyebarkan leaflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
4. Bimbingan Teknis untuk 260 orang petugas di pilar migrasi pada program Desmigratif di 130 desa di 65 kabupaten/kota. 
5. Mengembangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)2 di 130 desa di 65 kabupaten/kota Basis Pekerja Migran Indonesia – kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Dunia, BNI, BRI, Telkom. 
Bareskrim Polri dalam tindakan pencegahan TPPO, yaitu: 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang TPPO di daerah perbatasan, yakni Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. 
2. Menyiapkan bahan ajar TPPO untuk Suspasen, Pama, dan Bintara, serta menyelenggarakan pelatihan penyidik TPPO Polda Jawa Tengah.
3. Melakukan kerja sama perlindungan korban dan pemulangan serta penjemputan korban TPPO dari Malaysia, Damaskus, Mesir, Irak, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. 
4. Melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya. 
5. Sosialisasi buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO dan penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.
6. Menyiapkan bahan penyusunan dua buku panduan yang disponsori oleh AAPTIP, yakni buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO bersama LPSK dan buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama PPATK. 
Dari berbagai kasus yang diketahui, pemerintah berhasil menghukum 199 pelaku perdagangan orang, memulangkan 5.668 Warga Negara Indonesia yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang di luar negeri, serta menyediakan tempat perlindungan sementara dan memberikan pelayanan untuk lebih dari 441 korban perdagangan orang. Namun, kurangnya koordinasi dan korupsi yang dilakukan pejabat dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia menjadi penghambat penyelesaian kasus human trafficking. Mempertimbangkan permasalahan trafficking, perlu diatasi melalui kebijakan yang komprehensif, harus ada kerja sama dari berbagai instansi dan tidak saling bersinggungan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Maka dari itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing masing, itu merupakan pencapaian signifikan untuk pencegahan TPPO pada tahun 2018.

Berdasarkan data dari kasus yang ada di catatan kepolisian selama tahun 2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi: 
[image: ]
Gambar 1  Jumlah Laporan Polisi TPPO menurut Tahun 2018
Dalam penanganan kasus perdagangan manusia sangat perlu diperhatikan beberapa unsur agar penanganan setiap kasus perdagangan manusia dapat teratasi dengan baik. Penanganan tersebut meliputi: 
1. Unit-Unit Polisi dan Penuntut Umum Yang Khusus Mengingat kompleksitas kejahatan perdagangan manusia dan posisi korban, maka ditujukan agar di dalam struktur kepolisian dibentuk unit-unit khusus untuk menangani kasus perdagangan manusia, seperti misalnya unit kepolisian yang bekerja di RPK (Ruang Pelayanan Khusus). 
Selain dalam bidang kepolisian, struktur khusus untuk menangani kasus perdagangan manusia juga direkomendasikan pada tingkat kejaksaan. Setidaknya terdapat satu unit penuntut umum yang khusus bertanggungjawab menangani kasus perdagangan manusia. Jaksa tersebut berperan dalam membina dan mempertanggungjawabkan hubungan kerjasama dengan aparatur negara. Unit-unit khusus dalam kepolisian juga dapat difungsikan sebagai ‘unit pelayanan informasi’. 
2. Pendampingan dan Pelayanan Korban 
Salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan pendeteksian, investigasi (penyidikan) dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah pesetujuan pihak korban untuk membantu dan mendukung kasus tuntutan. Persetujuan tersebut terkait erat dengan perlindungan keselamatan dan privasi korban, ketersediaan informasi dan pelayanan, perlakuan yang secara umum diberikan oleh aparat kepolisian dan pihak berwenang lainnya, dan resiko bagi korban untuk ditangkap, ditahan, dituntut ke muka pengadilan atau dideportasi berkenaan dengan pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan. Resiko demikian muncul sebagai bagian tidak terpisahkan dari posisi mereka sebagai korban kejahatan perdagangan manusia yang mencakup pelanggaran ketentuan imigrasi, keterlibatan dalam industri seks dan/atau penggunaan dokumen-dokumen palsu. 

3. Indikator Perdagangan Manusia 
Upaya memerangi perdagangan manusia dimulai dengan ketelitian kita mengenali indikator tindak pidana perdagangan manusia. Indikator yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu indikator umum dan indikator khusus yang dilandaskan pada penyidikan tindak pidana dapat membantu mengenali kasus perdagangan manusia: 

(a) Indikator Umum yaitu meliputi :
(i) Korban atau calon korban tidak menerima upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan atau dibayar sejumlah kecil dari seharusnya ia terima (tidak menerima hak secara penuh);
(ii) Korban / calon korban tidak mengelola sendiri upah yang ia terima tetapi menyerahkan ke pihak ketiga; 
(iii) Adanya ikatan utang piutang atau calon korban berkewajiban membayar ke pihak ketiga; 
(iv) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak; 
(v) Calon korban tidak diperkenankan berhenti bekerja;
(vi) Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan dan memelihara kontak dengan orang-orang lain;
(vii) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan makanan memadai; 
(viii) Ancaman penggunaan kekerasan;
(ix) Pada korban atau calon korban ditemukan tanda-tanda kekerasan; 
(x) Calon korban harus bekerja pada kondisi yang buruk; 
(xi) Calon korban tidak mengurus sendiri perjalanan, visa, maupun paspor; 
(xii) Calon korban tidak memegang sendiri surat-surat indentitas diri atau dokumen perjalanannya; 
(xiii) Calon korban menggunakan surat identitas palsu; 
(xiv) Calon korban takut dideportasi. 

(b) Indikator Khususnya yaitu : 
(i) Korban atau calon korban mendapatkan bagian sangat kecil upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran; 
(ii) Calon korban diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari;
(iii) Penglelola bordil atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban; (iv) Tempat calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

4. Memulai Penyidikan 
Jika terdapat indikasi telah terjadi tindak pidana perdagangan manusia, maka penyelidikan harus dimulai untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup. Untuk memulai penyidikan dan penuntutan, kiranya tidak diperlukan adanya laporan atau pengaduan resmi dari korban. Sekalipun demikian, pada umumnya adanya keterangan korban menjadi sangat penting dalam konteks pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan.

5. Keahlian Profesional dan Kerjasama 
Upaya memerangi perdagangan manusia membutuhkan di samping ‘mata yang terbuka lebar-lebar’, juga pengetahuan dan keahlian profesional, pengumpulan dan kerjasama yang memadai di antara ragam aparat kepolisian dan di antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swadaya masyarakat yang berkecimpung di bidang pendampingan korban. Satu syarat penting lainnya adalah adanya keseragaman kebijakan di antara pihak pemerintah, pengadilan dan kepolisian, termasuk ke dalamnya itikad baik untuk bekerja sama dalam bertukar informasi maupun pemberian bantuan lainnya demi kepentingan penegakan hukum.

6. Gugus Tugas atau Unit Multi Disipliner Penyidikan 
Kasus perdagangan manusia sebaiknya ditangani oleh gugus tugas khusus atau unit yang multi disipliner, agar dapat membentuk kerjasama yang baik dengan dinas atau departemen lainnya. Bagaimana komposisi keanggotaan unit tersebut akan bergantung pada kasus konkrit yang dihadapi dan keahlian khusus yang dibutuhkan. Berhadapan dengan kejahatan terorganisir (organized crime), maka direkomendasikan untuk melibatkan personil yang memang ahli menangani kasus-kasus demikian. Spesialisasi keahlian lainnya yang mungkin dapat dilibatkan mencakup pakar-pakar atau petugas yang ahli dalam bidang keuangan dan perbankan, penanganan korban tindak pidana kesusilaan, bidang hukum perburuhan, migrasi dan hukum yang berkaitan dengan itu.

7. Penuntutan Indikasi 
Adanya tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi harus diikuti dengan penyelidikan/penyidikan dari pihak yang berwenang dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan penuntutan. Surat dakwaan dapat dibuat dengan merujuk pada sejumlah ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP, seperti perdagangan manusia, pemerasan, penganiayaan, perkosaan, perampasan kebebasan/kemerdekaan secara tidak sah dan yang lainnya. Di dalam surat dakwaan, sejumlah ketentuan pidana yang berbeda dapat didakwakan secara kumulatif. Kemungkinan ini harus diingat tatkala penanganan perkara tindak pidana human trafficking berada dalam penyidikan. Proses penyidikan dan penuntutan menjadi sangat penting bila menyangkut korban anak-anak, yakni mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam hal tindak pidana human trafficking yang melibatkan pelaku dan/atau korban di tempat yang berbeda-beda, maka direkomendasikan untuk mengkonsentrasikan penyidikan dan penuntutan di dalam satu wilayah saja, yakni untuk mencegah terjadinya fragmentasi (perpecahan) informasi dan terhentinya upaya penyidikan.

8.Sanksi (hukuman) 
Jaksa penuntut umum akan bergantung pada spesifikasi perkara yang bersangkutan. S	pesifikasi perkara tersebut antara lain : 
(a) Jumlah korban; 
(b) Tingkat kerugian-materiil dan immateriil yang diderita korban; 
(c) Fakta bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk mencari keuntungan finansial; 
(d) Umur dan latar belakang korban; 
(e) Kematian atau adanya luka atau cacat berat pada korban; 
(f) Tingkat kekejian atau kelicikan perbuatan dari terdakwa; 
(g) Jangka waktu di dalam tindak pidana perdagangan manusia telah dilakukan; 
(h) Cara-cara penggunaan ancaman kekerasan atau paksaan di dalam kasus khusus; 
(i) Tingkat pengorganisasian para pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Kendala Pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia
Dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, pemerintah mengalami beberapa kendala seperti : 
1. Minimnya anggaran penanganan TPPO. 
2. Pemahaman masyarakat, APH, dan pemangku kepentingan lainnya kurang terkait hak-hak saksi dan korban.
3. Data TPPO antar lembaga penegak hukum belum terintegrasi.
4. Terbatasnya jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan TPPO. 
5. Pelaku tidak mau membayar restitusi. 
6. Aparat Penegak Hukum (APH) kurang konsisten dalam penerapan UU PTPPO terutama Pasal 1 mengenai definisi TPPO. 
7. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga kurang.
8. Keterbatasan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses peradilan pidana. 
9. Peraturan perundang-undangan terkait TPPO memiliki beberapa kelemahan.
10. Adanya keterlibatan WNA dan korban di luar yuridiksi Indonesia. 
11. Masih bervariasinya konsistensi APH dalam menerapkan UU PTPPO.
12. Pola pikir penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keberpihakan kepada korban masih kurang. 
13. Kurangnya informasi penyelidikan pasca kondisi bencana alam.
Dari faktor internal, beberapa kendala yang dialami berupa: 
A. Koordinasi Antar-Instansi yang belum optimal.
Adanya beberapa instansi yang masih bersifat ego sektoral antar lembaga yang berjalan sendiri-sendiri menjadi salah satu problematika gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang. Koordinasi antar instansi lembaga yang menjadi anggota gugus tugas tersebut dirasakan masih kurang. Hal ini antara lain ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai UU TPPO, belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan TPPO/anak, serta masih kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO/anak. (Lembaga, 2011) Koordinasi pemberantasan perdagangan anak tersebut, sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan. Hal ini sesuai dengan pasal 58 UndangUndang nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

B. Minimnya Alokasi Anggaran untuk Program Kerja TPPO. 
Pendanaan kerap kali menjadi masalah yang sensitif dan marak terjadi. Padahal pendanaan merupakan salah satu hal penting yang mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak. Dari segi implementasi di setiap lini, dan undang-undang harusnya diawasi oleh Binapenta (Kementrian Tenaga Kerja). Gugus tugas saat ini masih bersifat koordinatif, non anggaran dan tanpa program. Secara normatif Polri hanya melakukan penyidikan terkait laporan Polisi yang masuk terkait TPPO. 
C. Alokasi Waktu Pertemuan Antar Anggota Gugus Tugas Tidak Maksimal 
Dalam menangani dan memperbincangkan kasus TPPO, pertemuan para anggota gugus tugas untuk koordinasi penting dilakukan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun, demikian juga rapat koordinasi tingkat menteri. Sedangkan untuk Rakornas tingkat eselon I dan eselon II dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan. Gugus Tugas Pusat PPTPPO secara berkala mengadakan Rakornas sekali dalam setaun untuk mengevakuasi perkembangan dan pelaksanaan PPTPPO. Namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala. Perlunya memaksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi Tupoksi dan mencari jalan keluarnya. Selama ini banyak pertemuan yang membahas apa yang sudah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi. 
D. Kurangnya Sosialisasi di Tingkat Pemangku Kepentingan Tingkat Pusat dan Daerah. 
Kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah menyebabkan tumpang tindih peraturan tentang TPPO, sehingga menyebabkan kendala yang paling terlihat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan manusia. Kendala yang dihadapi terletak pada tataran implementasi pada tiap sektor yang ada sehingga mengakibatkan efektivitas pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas tersebut tidak terwujud. 
E. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Kurang Memadai
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kendala dalam menjalankan gugus tugas yang efektif baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa masalah yang menghambat dalam faktor sumber daya manusia antara lain: 
1. Kurang ahlinya anggota dalam hal tindak pidana perdagangan orang; 
2. Kurangnya koordinasi antar anggota gugus tugas sehingga menimbulkan miss konsepsi
3. Kemajuan teknologi dalam sindikat perdagangan orang yang tidak diimbangi dengan kompetensi gugus tugas di bidang teknologi. 
Kemudian, kendala yang terjadi dari segi eksternal meliputi : 
A. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah (Nuryani, 2012) 
B. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang disalahgunakan. 
Kemajuan teknologi saat ini memiliki dampak negatif dalam kasus perdagangan manusia karena dapat menjadi wadah bagi sasaran pelaku human trafficking. Kebanyakan calon korban  adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses (Nadeak, 2019)  (Ali, Mahrus, dan Pramono, 2011).
C. Latar Pendidikan Korban yang Kurang 
Pengetahuan korban potensial mengenai perdagangan orang yang masih sangat kurang menunjukan bahwa adanya suatu korelasi yang kuat antara perdagangan orang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan yang diraih oleh orang tua korban dan korban yang membuat orang tua korban dan korban tidak bisa membaca dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh pelaku (Hanim & Prakoso, 2015). Pada beberapa kasus, para pelaku human trafficking bertindak seolah-olah sebagai agen penyalur tenaga kerja yang akan menyalurkan para tenaga kerja pada perusahaan tertentu di luar negeri. (Aisyah, 2012) 
D. Korban Tidak Mau Melapor 
Adapun penyebab lain yang membuat korban enggan melapor adalah takut akan mendapatkan kesulitan saat akan mengajukan tuntutan karena belum merasa terlindungi dan merasa saat dilakukan pemeriksaan bukan seperti korban tetapi pelaku sehingga korban merasa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan terintimidasi oleh keadaan. 
E. Implementasi Kebijakan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Belum Optimal. 
Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 terkendala karena masih sering diterapkannya UU No. 23 Tahun 2002 dalam menyelesaikan kasus perdagangan perempuan dan anak. Dampaknya sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan korban tidak mendapatkan hak restitusi. Disamping itu kesulitan yang sering ditemui di dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah dalam mengungkapkan pembuktian yang menunjukkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. 


PENUTUP
Perdagangan manusia merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia dan di alih-alihkan disebabkan karena masalah ekonomi. Pemerintah Indonesia memperhatikan secara tegas kasus ini dan membentuk regulasi-regulasi seperti yang tertulis pada KUHP  buku II Pasal 297, Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang melindungi kasus-kasus perdagangan anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183. Selain membentuk undang-undang dan KUHP, upaya penanganan kasus TPPO juga dimaksimalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari beberapa kasus yang ada di Indonesia, pemerintah menunjukkan keefektifan upaya-upaya yang sudah dibentuk dapat terlihat dari kasus perdagangan anak di Batam dan perdagangan manusia di Suriah. Walaupun, kendala-kendala yang terjadi dari faktor internal dan eksternal menyebabkan terhambatnya proses penanganan kasus TPPO tetapi pemerintah terus melakukan pengembangan untuk penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia. 
Perlu adanya perhatian khusus dan dukungan dari berbagai macam institusi tanpa adanya pergesekan dan saling menjatuhkan. Kalangan masyarakat juga dibutuhkan untuk menangani kasus TPPO. Informasi dan pemberitaan dari kasus TPPO yang ada di Indonesia juga perlu lebih di beritakan untuk meningkatkan perhatian dari masyarakat Indonesia agar tidak terjadi lagi kasus-kasus tentang Perdagangan Manusia yang terjadi di Indonesia ini. 
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yakni buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO bersama LPSK
dan buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama
PPATK.

. Sosialisasi buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO dan
penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.

Pencapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun 2018, Polda dan
Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi (Lihat Gambar 6).

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Laporan Polisi 145 94 176 141 123 110

Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2018
Gambar 6. Jumlah Laporan Polisi TPPO menurut Tahun
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